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PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 120/Permentan/OT.140/11/2013 
TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN KERJASAMA DALAM NEGERI  
DI BIDANG PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  

SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang   : a.   bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan 
dan pengembangan Sumber Daya Manusia 
dibutuhkan sumberdaya eksternal dengan 
melakukan kerjasama dengan lembaga lain agar 
tercapai peningkatan kapasitas peran dan fungsi 
Sumber Daya Manusia maupun kelembagaan 
pertanian; 

b. bahwa dalam rangka menyamakan persepsi, 
meningkatkan pemahaman, koordinasi dan 
sinkronisasi dalam pengelolaan kerjasama dalam 
negeri serta meningkatkan efektivitas, efisiensi dan 
kualitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan perlu menetapkan Pedoman 
Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri di Bidang 
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Pertanian; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4660); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5433); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4609); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang 
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5307);  

7. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 tentang 
Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor 
dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang; 

8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4212)  sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 
Tahun 2010; 

9. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2002 tentang 
Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian 
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